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BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan di Bab | dan Bab II
maka dapat disimpulkan bahwa:

Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016
Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
menyatakan bahwa Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang
ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan
mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.
Pasal tersebut mengatakan bahwa OJK tidak mengatur secara tegas mengenai
batasan suku bunga.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu selama ini batasan mengenai suku
bunga dalam kegiatan Peer to Peer Lending justru diatur oleh Asosiasi sesuai
dalam peraturan kode etik Asosiasi. Kode etik asosiasi dibuat oleh para
anggota asosiasi itu sendiri sehingga para penyelenggara memiliki hak untuk
menentukan batasan suku bunga. Tingkat suku bunga yang ditentukan oleh
para penyelenggara menimbulkan potensi penetapan suku bunga yang tinggi

yang akan merugikan masyarakat.
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Oleh karena itu finansial teknologi yang dalam salah satu tujuanya
dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi pada faktanya justru menimbulkan
permasalahan. Selain itu OJK dibentuk dengan salah satu tujuan untuk
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat tidak terlaksana, karena
banyak masyarakat yang merasa dirugikan oleh kegiataan Peer to Peer

Lending yang belum diatur secara jelas oleh OJK.

. Saran

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat

dilakukan yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan seharusnya membuat aturan mengenai
acuan suku bunga dalam kegiatan Peer to Peer Lending karena
selama ini mengenai aturan batasan suku bunga masih diatur dalam
Peraturan kode etik Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI)
dimana hal tersebut merupakan hasil kesepakatan dari perusahaan-
perusahaan fintech yang tergabung sebagai anggota asosiasi.
Otoritas Jasa Keuangan harus menetapkan peraturan mengenai
acuan suku bunga kepada Penyelenggara kegiatan Peer to Peer
Lending agar terciptanya kepastian hukum dan dapat terciptanya
tujuan Otoritas Jasa Keuangan vyaitu melindungi kepentingan

konsumen dan masyarakat.
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